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PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Prgi

z P\ >
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI
MOUTONG, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan  XXXXXXXX ~XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di
KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02
Februari 2022 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi
pada hari itu juga dengan nomor perkara 74/Pdt.G/2022/PA.Prgi, telah
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada
hari Rabu, tanggal 16 Juli 2003 M, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXX,
Nomor : 226/19/VIII/2003, tanggal 22 Desember 2021 hingga sekarang
belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tempat yang
terpisah, Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di XXXX XXXXXX

sampai dengan berpisah;
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3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya
suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama : lzmiralda
binti Rinto Ahmad, umur 16 tahun, Moh. Ezril bin Rinto Ahmad, umur 15
tahun, Salsabila binti Rinto Ahmad, umur 13 tahun dan Moh. Alfaroqg bin
Rinto Ahmad, umur 12 tahun. Saat ini anak-anak berada dalam asuhan dan
pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis sekitar kurang lebih 13 tahun lamanya, namun pada tahun 2016
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
antara lain disebabkan oleh Termohon diketahui telah menikah lagi dengan
seorang laki-laki yang merupakan rekan kerja dari Termohon dan Antara
Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 adalah puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua
Pemohon hingga saat ini;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
8. Bahwa menyadari sikap dan prilaku Termohon serta keadaan rumah
tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristerikan
Termohon, dan Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;
Berdasarkan alasan / dalil-dalii di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk

mengikrarkan talak kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang
Pengadilan Agama Parigi;
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3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDEIR ;
Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam
persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, serta ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan

yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi
tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut

harus di periksa secara verstek;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali
untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan bahwa yang menjadi alasan
Pemohon mengajukan cerai adalah karena Termohon telah meninggalkan
Pemohon selama 7 (tujuh) tahun sampai sekarang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-

alat bukti berupa ;

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 226/19/VI111/2003, tanggal 22
Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama XXxXXXXXXX XXXxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua
Majelis
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B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI

MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenaldengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan
suami istri, saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal ditempat yang
terpisah, Termohon tinggaldirumah orang tua Termohondi XXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX sampai dengan berpisah;

- Bahwa selama pernikahanantara Pemohon dan Termohon sudah
dikaruniai 4 (empat) orang anak, berada dalamasuhan dan pemeliharaan
Termohon;

- Bahwa setahu saksi keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon
untuk menikah dengan laki-laki lain saat Pemohon pergi ke negara
Malaysia dan Termohon tidak pernah kembalilagi;

- Bahwa setahu saksi Termohon menikah dengan laki-laki lain tanpa
pemberitahuan dan izin dari Pemohon, Termohon menikah saat
Pemohon berada di Malaysia, saat Pemohon pulang ke tanah air,
Pemohon mendapat informasi dari orang tua Termohon bahwa Termohon
sudah menikah lagi padahal sebelumnya antara Pemohon dan Termohon
tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon sudahberusaha menghubungi Termohon namun tidak
berhasil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak
bulan bulan Juni 2017 sampai sekarang, sejakTermohon meninggalkan
Pemohon untuk menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama
lagi karena saksi melihat Pemohon meninggalkan kediaman bersama di

XXXX  XXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXxxX dan kembali kerumah orang tua
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Pemohon, sedangkan Termohon pergi entah kemana keberadaannya
sekarang;

- Bahwa saksi melihat selama Penggugatdan Tergugat pisah tempat
tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenaldengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri
karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal ditempat yang
terpisah, Termohon tinggaldirumah orang tua Termohondi XXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak,
berada dalamasuhan dan pemeliharaan Termohon;

- Bahwa setahu saksi keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon
untuk menikah dengan laki-laki lain saat Pemohon berada di negara
Malaysia untuk bekerja dan Termohon tidak pernah kembalilagi;

- Bahwa setahu saksi ketika Pemohon berada di negara Malaysia,
Termohon selingkuh dan sudah menikah dengan laki-laki lain bahkan
sudah memiliki anak dari pernikahannya tersebut, Pemohon pergi
bekerja di negara Malaysia atas seizin dari Termohon dan Pemohon dan
Termohon tidak terjadi pertengkaran sebelumnya;

- Bahwa Pemohon sudahberusaha mencari dan menghubungi Termohon
namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak
pertengahan tahun 2017, saat Pemohon kembali ketanah air;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama
lagi karena saksi melihat Pemohon meninggalkan kediaman bersama
dan kembali kerumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon entah

dimana keberadaannya sekarang;
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- Bahwa saksi melihat selama Penggugatdan Tergugat pisah tempat
tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon
agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan
Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam
persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah
tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
huruf b Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 dengan perantara
mediator tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta
tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan
yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019. Maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara
ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon
(Verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (1) mohon kepada
Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena
petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka
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pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum
Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan
mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini
dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) mohon kepada
Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj'i kepada Termohon dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon
mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2017
Pemohon meninggalkan Termohon atau selama lebih dari 2 (dua) tahun
berturut-turut hingga sekarang, tanpa izin dari Termohon dan tanpa alasan yang
sah, Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk kembali rukun
tapi tidak berhasil. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk
tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, nhamun Pemohon
menyatakan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian
dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, maka Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kembali
membina rumah tangga bersama Pemohon namun Termohon tidak kunjung
menemui Pemohon, maka dengan demikian ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas,
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir
dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan berdasarkan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa
hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

HIm. 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke
dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian
tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah

(s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar sebagai berikut:

ol 5 —(2178) 5505 sl ols,) .38 Wall L9 ¢ a Ul JI J Wl Gai]
Gl e 1 dsimadl (19 2SI Jlsg (2018) azls

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.”
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no.
hadis: 2018. Al-Hakim dalam al-Mustadrak berkata, “Sanad hadis ini sahih”).
Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan
sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan
angka 8 permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2

(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal
perkawinan Pemohon dan Termohon dan sebagai pasangan suami isteri yang
sah, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil sebagai alat bukti tertulis dan Pemohon adalah pihak yang berdasar
hukum untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam,
sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sebanyak 2 (dua)
orang yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah pada
persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, para
saksi juga sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174
R.Bg, serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175
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R.Bg sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi
untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang
diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon
sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2017 hingga sekarang yakni lebih dari
5 (lima) tahun secara berturut-turut karena Termohon meninggalkan rumah
tanpa izin Pemohon namun Termohon tidak pernah kembali menemui
Pemohon, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan
Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu,
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan
dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada
tanggal 16 Juli 2003 dan sudah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun
dan harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak
tahun 2017 hingga sekarang yakni kurang lebih 5 (lima) tahun, tanpa pamit
dan tanpa alasan yang sah Termohon pergi meninggalkan Pemohon,
sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha menemui Termohon namun Termohon
sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Pemohon dan pihak keluarga
sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon, namun tetap tidak
berhasil;
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- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk
menasehati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan
Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang
suami istri, in casu Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan
yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan percaraian a quo adalah
Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang
menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami
istri; kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut; ketiga, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan
tanpa alasan yang sah; keempat, salah satu pihak menyatakan atau
menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama; kelima,
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu
persatu dengan menghubungkanya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan
di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah
suami istri menikah pada tanggal 6 Juli 2003, menunjukkan unsur pertama telah

terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh
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karenanya, permohonan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon beralasan

hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan
Pemohon sejak tahun 2017 hingga sekarang yakni kurang lebih 5 (lima) tahun
secara berturut-turut, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon pergi meninggalkan
Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dari Pemohon, menunjukkan
bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan

pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon sudah berusaha menemui
Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi untuk kembali hidup bersama
membina rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa unsur keempat telah
terpenuhi dimana salah satu pihak menunjukkan sikap tidak mau kembali ke

rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha
menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan
Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan
telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Terggugat
untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tetap tidak
berhasil, menunjukkan bahwa unsur kelima telah terpenuhi di mana tidak ada
harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan

rumah tangga;

Menimbang Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon pergi
meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut tanpa
alasan yang sah serta Termohon sudah berusaha menemui Pemohon untuk
kembali hidup bersama dengan Pemohon, sehingga dengan demikian tidak ada
lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan

rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling
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mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu
satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada
Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta permohonan
Pemohon beralasan berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon patut
diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum,
oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji kepada
Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Figih yang terdapat pada Kitab Qurtubi
Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang
berbunyi :

ade oSug ainadl gowuis o inigl S,lilVl o 9i0> juis ade pSuVo
©)9io> yris
Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada
Majelis Hakim tanpa hadirnya Termohon, kecuali tawari (bersembunyi)
atau ta’azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi

dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa
alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa
hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149
RBg;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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yang telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan kedua dengan Undang — Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Parigi;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 1.260.000,00 ( satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Parigi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah oleh Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.l., M.Sy. dan Mad Said, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.Hl., S.H., M.H.

Hakim Anggota,
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Andri Satria Saleh, S.H.l., M.Sy. Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.
Perincian biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T :Rp 20.000,00
c. Redaksi :Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) :Rp 90.000,00
3. Panggilan : Rp 1.100.000,00
4. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 1.260.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
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